PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pene;itian yangsudah dilakukan oleh penulis pada
penulisan skripsi ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis sangat penting bagi para pelaku usaha, karena dengan
adanya undang-undang tersbut pelaku usaha akan mendapatkan
perlindungan hukum, tentunya dengan syarat para pelaku usaha
mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
Alasan para pelaku usaha clothing di Kota Malang tidak mendaftarakan
mereknya ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual dengan berbagai
faktor seperti belum mengetahui pentingnya pendaftaran merek, belum
mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur itu, kendala biaya
pendaftaran, jangka waktu proses pendaftaran, bahkan merasa belum perlu
pendaftaran tersebut dan kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha
terhadap hukum.

2. Upaya dari pemerintah khusunya Direktorat Jendral Hak Kekayaan
Intelektual pada UMKM yang ada terbilang sudah terlaksana seperti
mengadakan sosialisasi, event-event, pameran, melakukan pembinaan.
Namun kurang merata di tiap daerah atau kota-kota karena contohnya

pembangun pelayan satu atap untuk pendaftaran Hak Kekayaan
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Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual hanya

membangun di kantor Dispenrindag Kota Surabaya.

4.2 Saran
Berkenaan dengan topik dan hasil penelitian yang diperoleh, maka
penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait, sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah Kota Malang agar mendata UMKM di Kota Malang yang
memiliki legalitas, mengadakan sosialisasi, event, pameran, pembinaan
yang lebih menarik dengan bekerja sama dengan Direktorat Jendral Hak
Kekayaan Intelektual dan lebih memfokuskan pada pentingnya
pendaftaran agar para pelaku usaha lebih antusias untuk sadar hukum.
Pemerintah juga harus lebih memeratakan pembangunan pelayanan.
2. Bagi Pelaku Usaha Clothing di Kota Malang
Bagi Pelaku Usaha Clothing yang ada di Kota Malang lebih meningkatkan
kesadaran hukum dan mematuhi atau menerapkan aturan hukum yang

berlaku agar memperoleh hak untuk dilindungi.
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